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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Peredaran produk makanan dan obat-obatan beredar di masyarakat. Ini membuat 

konsumen tidak tahu bagaimana dampak jika produk tidak memiliki izin atau kelayakan 

dari BPOM.1 Menurut Ema Setyawati Sebagai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 

BPOM RI peran BPOM sangatlah penting karena masyarakat dapat mendapatkan informasi 

terkait keamanan suatu produk. Masyarakat juga harus paham mengenai produk yang 

digunakan dengan memperhatikan legalitas keamanan, mutu, khasiat, gizi, dan 

manfaatnya.2 

Legalitas usaha sangat penting untuk menunjukkan bahwa suatu perusahaan legal dan 

sah secara hukum sehingga dapat diterima oleh masyarakat.3 Namun, pada kenyataanya 

banyak pelaku usaha yang menghiraukan mengenai pentingnya legalitas di dalam suatu 

usaha sehingga tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan di 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 142, 

menegaskan bahwa pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan pangan olahan tanpa 

izin edar dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda 

paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).4 

 
1 Wahyu Simon Tampubolon, Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terkait 
Kasus Albothyl Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmiah Advokasi, Nomor 1 Volume 6, 
(2018), hal 69. 
2 ANTARA, BPOM RI Tingkatkan Literasi Pengawasan Obat dan Makanan ke Masyarakat, 2024, diakses pada 25 
Oktober 2024 dari https://www.antaranews.com/berita/4197237/bpom-ri-tingkatkan-literasi-pengawasan-
obat-dan-makanan-ke-masyarakat. 
3 Septi Indrawati , Amalia Fadhila Rachmawati, Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi 
Pemilik UMKM, Jurnal Dedikasi Hukum, Nomor 3 Volume 1, (2021) hal 232. 
4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pangan. 

https://www.antaranews.com/berita/4197237/bpom-ri-tingkatkan-literasi-pengawasan-obat-dan-makanan-ke-masyarakat
https://www.antaranews.com/berita/4197237/bpom-ri-tingkatkan-literasi-pengawasan-obat-dan-makanan-ke-masyarakat
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Pemerintah memainkan peran penting dalam pengawasan dan kontrol distribusi 

makanan kemasan yang tidak memiliki izin edar untuk dijual. Untuk melakukannya, 

pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan, suatu organisasi non-

departemen dengan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif untuk mencegah 

dan mengawasi barang-barang tersebut.5 Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam 

mengontrol kualitas produk yang diedarkan. Pelaku usaha harus mengikuti peraturan yang 

diatur oleh hukum sehingga standar mutu yang berhubungan dengan keamanan dan 

keuntungan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. 

Dalam konteks masyarakat, sebagai pelanggan yang tidak berpengalaman, peredaran 

pangan olahan ini sangat mudah masuk ke dalam masyarakat.  Ini disebabkan oleh 

kenyataan bahwa banyak orang tidak tahu tentang apa yang aman untuk dikonsumsi saat 

mengonsumsi makanan yang tidak aman dan efek yang dapat ditimbulkan jika mereka 

mengonsumsi makanan tersebut.  Setiap kali masyarakat membeli makanan, mereka harus 

mendapatkan perlindungan. Terutama Pada produk yang memiliki jumlah produk yang 

terbatas, ketidakseimbangan perlindungan hukum tersebut sering terjadi.  Produsen dapat 

menyalahgunakan posisi monopoli mereka, dan pada akhirnya, konsumen yang dirugikan.  

Masyarakat sebagai konsumen dapat dilindungi dari makanan yang tidak aman, lebih dari 

satu pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan pangan harus memberikan 

perhatian.  karena dampak yang ditimbulkan dapat berdampak pada kualitas SDM 

Indonesia di masa depan.6 

Maraknya peredaran produk pangan olahan seperti minuman beralkohol yang 

diproduksi tanpa izin menunjukkan. Tanggung jawab produk biasanya mengacu pada 

 
5 Desy Lestari, Suradi, Rinitami Njatrijani, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kemasan Tanpa 
Izin Edar Yang Berada Di Pasaran, Diponegoro Law Journa, Nomor 2 Volume 1, (2023) hal 6. 
6 Andrew Robert Diyo, Keamanan Pangan Sebagai Usaha Perlindungan Kesehatan Masyrakat dan Sebagai Hak 
Konsumen, Jurnal Ilmu Sosial, Nomor 7 Volume 1, (2022), hal 704. 
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produsen untuk barang yang telah diedarkannya yang rusak dan perlu diperbaiki atau 

dikembalikan. Dalam hukum perlindungan konsumen, masalahnya adalah bagaimana 

aturan harus diterapkan sehingga konsumen tidak mengalami kerugian dan sebaliknya 

mendapatkan perlindungan hukum atas tindakannya sebagai konsumen. Hal ini 

menyebabkan perusahaan menghadapi dua masalah: standar produk dan tanggung jawab 

atau akibat buruk dari penggunaan produk. Pemerintah memainkan peran penting dalam 

menetapkan standarisasi, pembinaan, pengawasan produksi, dan distribusi produk ini 

sesuai dengan peraturan.7 

Semua informasi tentang kondisi produk yang diberikan kepada pelanggan harus 

dikomunikasikan secara terbuka dan jujur sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) dari Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.8 Dilihat dari sisi penegakan 

hukum, meski terdapat undang-undang yang mengatur peredaran pangan, implementasinya 

masih lemah. Banyak pelanggaran yang tidak ditindak tegas dan sering kali produsen atau 

distributor pangan tanpa izin dapat melanjutkan bisnisnya tanpa hukuman yang berat. 

Penegakan hukum yang lemah ini memberikan ruang bagi para pelaku untuk terus 

menjalankan praktik ilegalnya, memperparah situasi, dan memperbesar risiko bagi 

konsumen. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah pangan ilegal, diperlukan kerja sama 

lintas sektor, baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat. Pemerintah harus 

memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, terutama di titik-titik rentan seperti pasar 

tradisional dan distribusi online, di mana banyak produk ilegal beredar. Sebagai 

perbandingan, pelaku usaha harus didorong untuk mematuhi peraturan dengan insentif 

 
7 Ida Ayu Kade Novi Handayani, Si Ngurah Ardhya, Ketut Sudiatmaka, Peranan BPOM Kabupaten Buleleng Dalam 
Hal Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Nomor 4. 
Volume 3, (2023), hal 18.  
8 Bayu Sapto Aji, Merry Tjoanda, Sarah Selfina Kuahaty, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Herbal Atas 
Pencantuman Nomor Izin Edar Fiktif, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 7 Volume 2, (2022), hal 662. 
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yang memadai, seperti kemudahan dalam pengurusan sertifikasi dan penurunan biaya 

registrasi. 

Salah satu pilihan adalah melakukan peradilan pidana. untuk mengadili perbuatan 

pelaku yang kurang bertanggung jawab. Hal itu disebabkan pelaku usaha yang membuat 

atau mengedarkan suatu produk harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam 

teori tindak pidana, persamaan istilah "delik", yang berasal dari kata Latin "delictum", 

menjelaskan hubungan antara tindak pidana dan delik. Delik terdiri dari berbagai elemen, 

seperti tindakan manusia, tindakan yang diberi ancaman dan dilarang oleh undang-undang, 

dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas tindak pidana.9 

Indonesia adalah negara hukum., Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

mencerminkan prinsip-prinsip negara yang memiliki hukum.  Kekuasaan kehakiman dalam 

negara hukum adalah kekuasaan yang merdeka dan tidak berpihak karena prinsip ini 

menjamin bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif 

maupun legislatif. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dapat menjamin bahwa hukum 

ditegakkan dengan adil dan objektif dengan menjamin bahwa kekuasaan kehakiman bebas 

dari pengaruh politik dan faktor eksternal. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman dapat 

dianggap sebagai kekuasaan yang merdeka dan tidak berpihak.10 

Mengenai hal ini, Hakim adalah posisi yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa 

dan memutus suatu kasus. Seseorang yang memegang posisi tersebut tentunya juga akan 

melakukan pekerjaan tersebut.11 Akibatnya, keputusan hakim harus adil bagi masyarakat.  

Akibatnya, penulis ingin mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam kasus Andi 

 
9 Iin Hot Prinauli Purba,et, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Kosmetik Ilegal Di Indonesia 
(Putusan Nomor : 1743/Pid.Sus/2021/Pn Mdn), Unnes Law Review, Nomor 2, Volume 6, (2023), hal 7583 – 7584. 
10 Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola Kira, Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman, 
Jurnal Pendidikan dan Konseling, Nomor 2 Volume 5, (2023), hal 4265. 
11 Anang Priyanto, Citra Hakim dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Civics: 
Media Kajian Kewarganegaraan, (2005) hal 4. 
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Victoria dalam Putusan Nomor: 411/Pid.B/2023/PN Sgl tentang usaha makanan olahan 

tanpa izin edar. Hakim memutuskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan 

menjalankan bisnis makanan olahan tanpa izin edar dalam negeri dalam kemasan eceran, 

dan dia dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan. 

Penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah tersebut terkait 

dengan latar belakang masalah di atas, sehingga penulis mengajukan judul: 

PERTIMBANGAN HUKUM-HAKIM : Analisis Yuridis Putusan Nomor 

:411/Pid.B/2023/PN Sgl Tentang Usaha  Pangan Olahan Tanpa Izin Edar 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya,maka penulis dapat 

mendapatkan rumusan masalah yang perlu diteliti lebih lanjut yakni sebagai berikut: 

Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus 

Perkara Nomor 411/Pid.B//2023/PN SGL tentang usaha pangan olahan tanpa izin edar. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perkara nomor 

411/Pid.B//2023/PN SGL tentang usaha pangan olahan tanpa izin edar. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penulis dan pembaca dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber 

pengetahuan dan pembelajaran di masa depan.  Manfaat dari penelitian ini meliputi : 

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan penelitian ini akan membantu perkembangan ilmu hukum, 

khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pangan, dengan 

memperkaya kajian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana 
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terkait pangan olahan tanpa izin edar. Hasil penelitian ini dapat menjadi 

referensi akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam menganalisis 

penerapan norma hukum dan prinsip keadilan dalam praktik peradilan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk: 

a) Hakim dan Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan pertimbangan dalam 

menangani perkara serupa agar putusan yang dijatuhkan sejalan dengan 

asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. 

b) Pelaku Usaha Pangan, agar memahami pentingnya kepatuhan terhadap 

regulasi perizinan edar pangan, serta menyadari konsekuensi hukum 

atas pelanggaran yang dilakukan. 

c) Pemerintah dan Lembaga Pengawas Pangan, sebagai evaluasi terhadap 

efektivitas pengawasan pangan olahan di lapangan dan sebagai bahan 

perumusan kebijakan yang lebih preventif. 

d) Masyarakat Umum, agar lebih sadar hukum dan selektif dalam 

mengonsumsi produk pangan yang telah memenuhi syarat izin edar 

demi menjamin keamanan pangan. 

E. Kerangka Pemikiran 
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Gambar. 1.1 Kerangka Pemikiran 

Usaha pangan olahan tanpa izin edar ini bukanlah hal yang baru di dalam dunia 

usaha. Pangan olahan yang tidak memiliki izin ini masih banyak sekali diedarkan 

dilingkungan masyarakat dalam bentuk kemasan atau eceran. Maka dari itu banyak 

masyarakat tidak mengetahui dampak yang diterima jika masyarakat tersebut 

mengkonsumsi pangan olahan yang tidak memiliki izin tersebut. 

 Pasal 91 Ayat 1 Undang-Undang tentang Pangan yang sekarang telah diubah 

menjadi Pasal 64 Undang – Undang Cipta Kerja No 6 tahun 2023 menyatakan bahwa 

"Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat 

di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, 

pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar", yang berarti bahwa pengedar pangan 

PASAL 91 AYAT 1 YANG 

SEKARANG DIUBAH MENJADI 

PASAL 64 UNDANG – UNDANG 

CIPTA KERJA NO 6 TAHUN 2023 

UNSUR 

“PELAKU USAHA 

PANGAN” 

UNSUR 

“YANG DENGAN 

SENGAJA TIDAK 

MEMILIKI IZIN EDAR 

TERHADAP PANGAN 

OLAHAN YANG DIBUAT 

DIDALAM NEGERI 

ATAU YANG DIIMPOR  

DIPERDAGANGKAN 

DALAM KEMASAN 

ECERAN” 
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olahan yang tidak memiliki izin edar dapat dikenakan sanksi. izin edar ini harus 

memenuhi syarat-syarat berikut:  

1) Unsur “Unsur Pelaku Usaha Pangan” 

2) Unsur “Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan 

olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan 

dalam kemasan eceran”. 

Bahwa terhadap elemen-elemen tersebut, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: 

1. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 39 UU RI No. 18 tahun 2012 

tentang pangan, unsur pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bekerja 

pada salah satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, seperti penyedia 

masukan produksi, proses produksi, pengolahan, promosi, penjualan, dan 

dukungan. Unsur-unsur ini dapat berupa individu atau korporasi, baik badan 

hukum maupun non-badan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 38.  

Setelah diuraikan dalam bab sebelumnya, istilah "Dengan Sengaja" mengacu 

pada tindak pidana (delik) sengaja. Tiga jenis kesengajaan termasuk sengaja 

sengaja karena tujuan, sengaja karena keharusan, dan sengaja karena 

kemungkinan (dolus eventualis).12 

Pertanggungjawaban pidana sangat terkait dengan perbuatan kriminal yang 

dilakukan oleh seseorang. Hukum pidana membedakan komponen tindak pidana dan 

orang yang telah melakukannya, sehingga orang yang melakukan tindak pidana mungkin 

tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Sebaliknya, individu yang diberi 

sanksi pidana jelas melakukan tindak pidana dan harus bertanggung jawab atas apa yang 

mereka lakukan. 

 
12 Alicia Pangemanan, 2018, Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan Dalam Pasal 281 
KE 1 KUHP (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 446 K/PID/2017), Lex Crimen, Nomor 3 Volume VII, 
hal 61. 
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Menurut Simons, yang dikutip dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana oleh Eddy 

O.S. Hiariej, "Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan psikis seseorang 

sehingga pemberlakuan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang kebanyakan dan 

pribadi dianggap patut", dasar ketentuan pertanggungjawban pidana adalah hubungan 

antara keadaan psikis atau jiwa seseorang dengan tindakan hukum pidana.  Moeljatno 

berbicara tentang kemampuan bertanggung jawab secara singkat, yaitu ketika batin 

seseorang normal dan sehat.  Ada keyakinan bahwa hubungan antara kesadaran 

seseorang dan tindak pidana yang mereka lakukan sangat penting untuk menentukan 

siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana.13 

Hakim dapat melihat pertimbangan mereka dalam berbagai putusannya dari dua 

perspektif. Pertimbangan yuridis akan dibahas pertama, dan pertimbangan non yuridis 

akan dibahas kedua.  Di antara pertimbangan yang dianggap sebagai yuridis oleh hakim 

termasuk Pernyataan saksi, pernyataan terdakwa, barang bukti, dan dakwaan jaksa 

penuntut umum. Di sisi lain, pertimbangan yang dianggap sebagai non-juridis oleh hakim 

termasuk pertimbangan dari terdakwa, yaitu pertimbangan dari latar belakang terdakwa, 

seperti unsur-unsur ekonomi dan psikologis.14 

F. Metode Penelitian 

Metode penlitian digunakan untuk mengumpulkan data yanng membahas isu utama, 

memastikan bahwa informasi yang diperoleh valid secara ilmiah dan tetap berfokus 

pada masalah utama.15 Penulis skripsi menggunakan metode penelitian ini yang 

mencakup hal-hal berikut: 

  

 
13Muhamad Romdoni, Yasmirah Mandasari Saragih, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap 
Anak Yang Dilakukan Oleh Anak, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Nomor 2 Volume 2, (2021), hal 66. 
14A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H., M.H, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana 
Bersyarat, Jurnal Advokasi, (2018), hal 182-183. 
15 Rianto Adi, 2004, Metode Sosial Dan Hukum, Jakarta: Sinar Granit, Hal. 2 
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1) Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi 

sosial.16 karena penulis ingin memberikan gambaran tentang pertimbangan hukum 

hakim dalam memeriksa dan memutuskan kasus nomor 411/Pid.B//2023/PN SGL 

tentang bisnis makanan olahan yang tidak memiliki izin edar. 

2) Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan doktrinal, atau pendekatan 

normative, karena hukum dapat didefinisikan sebagai apa yang ditulis dalam buku 

undang-undang atau sebagai standar yang menetapkan perilaku manusia yang baik.17 

3) Jenis dan Sumber Data 

Penulisan ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Putusan Pengadilan Negeri 

Sungailiat Nomor 411/Pid.B/2023/PN SGL yang diperoleh dari Pengadilan Negeri 

Sungailiat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur hukum, buku ajar, 

jurnal ilmiah, dan tulisan para ahli yang relevan untuk memperkuat analisis terhadap 

peraturan dan putusan tersebut. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk 

mendukung pemahaman terhadap istilah hukum dan konsep-konsep penting dalam 

skripsi ini, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. 

4) Metode Pengumpulan Data  

 
16 Mohammad Mulyadi, RISET DESAIN DALAM METODOLOGI PENELITIAN, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, 
Nomor 1 Volume 16, (2012), Hal 73. 
17 Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta 
Karya Digital, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor 1 Volume 3, (2021) hal 11. 
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Penulis penelitian ini menggunakan studi sebagai metode pengumpulan data yakni 

studi kepustakaan (Library research). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder yang dilakukan dengan menganalisis putusan dalam perkara Nomor 

411/Pid.B/2023/PN Sgl Tentang Usaha Pangan Olahan Tanpa Izin Edar. 

5) Metode Analisis Data 

Data sekunder yang telah diperoleh dan diproses oleh penulis kemudian dianalisis 

menggunakan pendekatan normatif kualitatif, dengan dasar logika deduktif. Proses 

analisis dilakukan melalui penafsiran dan pembahasan data yang telah diolah, 

berpedoman pada norma, doktrin, serta teori yang berlaku. Proses analisis hukum 

dengan pendekatan logika deduktif dimulai dengan mengidentifikasi dan 

mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara doktrinal untuk memahami 

konsep dan prinsip hukum yang relevan. Selanjutnya, data sekunder hasil pengumpulan 

dibahas dan didiskusikan untuk mendapatkan kesimpulan yang terstruktur dan 

mendalam. Tahap akhir dari proses ini adalah menemukan hukum in concreto, yaitu 

menetapkan aturan hukum yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang 

menjadi fokus penelitian. 

G. Sistematika Skripsi 

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang setiap 

bab memuat beberapa sub bab yang berisi rincian penjelasan disetiap bab. Penelitian 

skripsi yang dilakukan oleh penulis ini berpedoman pada Buku Pedoman Penyusunan 

Skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
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